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ABSTRAK

Kemiskinan adalah salah satu masalah dalam perkeonomian Indonesia yang perlu
ditangani untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Kementerian Sosial membuat
salah satu program penanganan fakir miskin yang diharapkan dapat mengurangi masalah
kemiskinan di Indonesia. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 2 tahun 2019
tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk
penanganan fakir miskin merupakan dasar hukum dari pelaksanaan program Kelompok
Usaha Bersama. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan berupaya menanggulangi masalah
kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan dan dibantu oleh Dinas Sosial Kota/Kabupaten.
Kecamatan Rambang Kapak Tengah merupakan salah satu daerah yang terletak di Kota
Prabumulih, Kecamatan ini menjadi salah satu penerima bantuan Kelompok Usaha
Bersama. Pelaksanaan kegiatan Kelompok Usaha Bersama yang tepat diharapkan dapat
mengurangi masalah kemiskinan yang ada di dalam suatu daerah. Penelitian ini
menggunakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif melalui teknik dokumentasi,
wawancara dan observasi. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data
sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penyaluran bantuan Kelompok
Usaha Bersama di Kecamatan Rambang Kapak Tengah masih belum transparan merujuk
pada teori Mardiasmo yang memiliki Sembilan indikator dalam transparansi yaitu
informasi disajikan secara tepat waktu, laporan keuangan memadai, informasi jelas dan
tidak menimbulkan kesalahpahaman, informasi akurat, laporan keuangan dapat
diperbandingkan antar periode waktu, susunan pengurus menunjukan adanya pembagian
kerja yang diintegrasikan, tampilan dan keadaan keuangan, serta bentuk perencanaan dan
hasil dari kegiatan.

Kata kunci: Transparansi, Kelompok Usaha Bersama, Kecamatan Rambang Kapak
Tengah.
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ABSTRACT

Poverty is one of the problems in the Indonesian economy that needs to be addressed to
create prosperity for the community. The Ministry of Social has created a program for
handling the poor which is expected to reduce the problem of poverty in Indonesia. The
Ministry of Social regulation (Permensos) number 2 of 2019 concerning Productive
Economic Business Social to Joint Business Groups for handling the poor is the legal basis
for implementing the Joint Business Group program. The Social Service of the Province of
South Sumatra seeks to overcome the problem of poverty in the Province of South Sumatra
and is assisted by the Office of Social Affairs of the City/Regency. Rambang Kapak Tengah
District is one of the areas located in Prabumulih City, this District is one of the recipients
of the Joint Business Group assistance. The proper implementation of Joint Business
Group activities is expected to reduce the problem of poverty in an area. This researth
uses qualitative and descriptive research through documentation, interview and
observation techniques. The types of data collected consist of primary data and secondary
data. Based on the results of the research conducted, the distribution of assistance to the
Joint Business Group in Rambang Kapak Tengah District is still not transparent, referring
to the Mardiasmo theory which has nine indicators of transparency namely: information is
presented in a timely manner, financial statements are adequate, information is clear and
does not cause misunderstandings, information is accurate, financial reports can be
compared between time periods, the composition of the management shows an integrated
division of labor, appearance and financial condition, and forms of planning and results of
activities.

Keywords: Transparancy, Joint Business Group, Rambang Kapak Tengah District.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu persoalan besar yang dihadapi oleh hampir sebagian
besar negara di dunia termasuk Indonesia. Banyaknya jumlah masyarakat miskin yang
terus-menerus bertambah di negara ini membuat kemiskinan menjadi salah satu persoalan
yang sangat besar dan harus segera ditangani. Pemerintah terus berupaya melakukan
penanganan yang terbaik, beberapa program telah dijalankan untuk mengatasi masalah ini,
namun seringkali program tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa “Tiap-tiap warga
Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan
selanjutnya tercantum dalam pasal 34 bahwa “Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara
oleh Negara”. Kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan apabila kemiskinan dapat dikurangi.
Kemiskinan dapat dikurangi apabila terdapat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan
merata serta tidak terjadi gejolak sosial. Apabila pertumbuhan dan pemerataan tidak dapat
dilaksanakan dan stabilitas keamanan tidak terkendali maka implikasinya adalah tingkat
kemiskinan meningkat.

Penanggulangan kemiskinan tidak semata-mata hanya berorientasi terhadap
berbagai program dan kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini masyarakat miskin juga
harus dilibatkan dalam proses penanggulangan itu sendiri. Sehingga apabila masyarakat
dilibatkan dalam proses penanggulangan kemiskinan mereka mampu mengembangkan
kemampuan untuk melaksanakan sendiri program yang telah diberikan oleh pemerintah.

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan perlu adanya suatu aspek tata

pemerintahan yang baik (Good Governance). Salah unsur dari Good Governance adalah



Akuntabilitas. Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2016:46) adalah bentuk tanggungjawab
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Selain akuntabilitas untuk
pelaksanaan pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi.
Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang
terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang
membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan
informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak
yang berkepentingan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, Indonesia sendiri memiliki
jumlah penduduk miskin sebesar 25,14 juta orang. Sumatera Selatan sebagai salah satu
provinsi di Indonesia memiliki angka kemiskinan mencapai 1.076.400 jiwa dengan
persentase sebesar 12,8%. Menanggapi jumlah kemiskinan tersebut Dinas Sosial Provinsi
Sumatera Selatan yang berada dibawah kewenangan Kementerian Sosial menjalankan
suatu program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan itu sendiri. Permasalahan ini
menjadi suatu agenda penting bagi pemerintah mengingat betapa pentingnya untuk
memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat miskin sehingga hal ini menjadi
perhatian khusus bagi pemerintah daerah agar masalah kemiskinan ini dapat diatasi dengan
maksimal.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah
diantaranya, Program Keluarga harapan, Program Kelompok Usaha Bersama dan Program
Usaha Ekonomi Produktif. Salah satu program yang tidak hanya sekedar memberikan
bantuan namun juga dibutuhkan partisipasi dari masyarakat sendiri adalah Program

Kelompok Usaha Bersama.



Berdasarkan Kementerian Sosial tahun 2019, Kelompok Usaha Bersama
merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas
prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Kelompok Usaha Bersama beranggotakan 5
sampai 20 Kepala Keluarga dari masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM).

Adapun peraturan mengenai Kelompok Usaha Bersama dimuat dalam Peraturan
Menteri Sosial (Permensos) Nomor 2 tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi
Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin. Peraturan
tersebut berlandaskan atas undang-undang sebelumnya, diantaranya undang-undang
Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Pemerintah yang dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan melalui
bidang Penanganan Kemiskinan mempunyai peranan dalam menanggulani kemiskinan,
peranan penting ini menyentuh kepada fakir miskin yang berupa Program Kelompok
Usaha Bersama. Pemerintah menjalankan program ini bagi rumah tangga miskin yang
mana tidak hanya untuk sekedar memberikan bantuan namun juga meningkatkan usaha
produktif di kalangan masyarakat miskin. Hal ini berguna untuk meningkatkan pendapatan
dan kesempatan kerja di kalangan masyarakat miskin.

Program Kelompok Usaha Bersama merupakan salah satu program pendekatan
sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang diharapkan mampu untuk
mempercepat penurunan angka kemiskinan. Melalui Kelompok Usaha Bersama
masyarakat miskin mendapatkan bantuan yang nantinya akan digunakan untuk membuat
usaha, dengan kata lain mendapatkan investasi jangka panjang sehingga di dalam
kelompok tersebut masyarakat miskin saling membantu untuk menjalankan usahanya.

Program Kelompok Usaha Bersama telah ada sejak lama dan diberlangsungkan



sejak tahun 2010 di Provinsi Sumatera Selatan. Konteks dari Kelompok Usaha Bersama
ialah pembangunan sosial dimana tujuannya adalah memecahkan masalah sosial yang
mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan terhadap suatu kondisi yang
tidak diharapkan seperti kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Dana pelaksanaan
program Kelompok Usaha Bersama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).

Dengan tujuan terarah yang demikian, program Kelompok Usaha Bersama telah
diadakan dari tahun ke tahun di Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah sekitar 2.000
KK (Kepala Keluarga) yang mengikuti program tersebut dan sekitar 200 Kelompok Usaha
Bersama yang terbentuk. Kelompok-kelompok tersebut difasilitasi oleh pemerintah dengan
adanya bantuan dana sekitar 20 juta/kelompok yang disalurkan melalui cash transfer untuk
kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dapat dikembangkan meliputi berbagai
bidang/usaha seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri rumah tangga, jasa, dan
kegiatan ekonomi lainnya.

Kriteria penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama adalah keluarga fakir miskin
dan masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu), berusia antara 18-59 tahun dan sudah
menikah, berdomisili tetap dan berdekatan (dalam satu wilayah), menyatakan siap dalam
berkelompok, memiliki potensi dan keterampilan dibidang KUBE, serta tidak boleh PNS,
TNI/POLRI, maupun pensiunan. Sedangkan persyaratan untuk menerima bantuan
Kelompok Usaha Bersama yaitu membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE),
memiliki rencana usaha/pemanfaatan dana bantuan, memiliki rekening dan stempel atas
nama kelompok pada bank, diusulkan pemerintah Kota/Kabupaten melalui Dinas Sosial
setempat, direkomendasikan oleh Dinas Sosial Provinsi.

Salah satu daerah yang menerima bantuan sosial ini adalah Kota Prabumulih

dengan jumlah 50 Kelompok Usaha dari 500 KK (Kepala Keluarga) yang melakukan



berbagai jenis usaha ekonomi produktif. Kelompok usaha tersebut terdiri dari 5-10 orang
yang akan dibimbing untuk memenuhi persyaratan sampai menyiapkan proposal hingga
akhirnya menerima dana dari bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama tersebut. Adapun

data Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Rambang Kapak Tengah dapat dilihat pada

Tabel 1.

Tabel 1. Data Kelompok Usaha Bersama di Kota Prabumulih

No.

Kecamatan

Desa/Kelurahan

1.

Prabumulih Timur

Karang Jaya
Karang Raja
Prabu Jaya
Gunung Ibul
Gunung Ibul Barat
Muara Dua

Tugu Keul

Setia Abadi

Prabumulih Barat

Patih Galung
Kebun Duren
Gunung Kemala
Payuputat

T. Telang

Prabumulih Utara

Wono Sari
Pasar Baru
Pasar Prabumulih |

Prabumulih Selatan

Tanjung Menang
Tanjung Raman
Sukaraja
Bakaran
Majasari

Rambang Kapak Tengah

Karangan

Jungai

Talang Batu
Karang Bindu
Tanjung Rambang

Cambai

Sungai Medang
Cambai
Sindur

Sumber: Laporan Tahunan APBD Dinas Sosial Prov. Sumatera Selatan Tahun 2019




Kelompok Usaha Bersama di Prabumulih tersebar di 6 Kecamatan vyaitu
Prabumulih Timur, Prabumulih Barat, Prabumulih Selatan, Prabumulih Utara, Cambai, dan
Rambang Kapak Tengah. Masing-masing dari kelompok usaha tersebut menerima bantuan

melalui cash transfer untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dapat

dikembangkan melalui berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri

rumah tangga, jasa, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Salah satu Kelompok Usaha Bersama yang terdapat di Kota Prabumulih yaitu di

Kecamatan Rambang Kapak Tengah dimana pada kecamatan tersebut terdapat 9 desa yaitu

Desa Karang Bindu, Desa Karangan, Desa Talang Batu, Desa Jungai, Desa Tanjung

Rambang, Desa Karya Mulya, Desa Kemang Tanduk, Desa Sinar Rambang, Desa

Rambang Senuling. Adapun data Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Rambang

Kapak Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Rambang Kapak Tengah

No. Desa/Kelurahan Nama KUBE Anggota Kube

Jumlah Bantuan

1. Karangan Jaya Bersama 10 orang
2. Jungai Bogenfil 10 orang
Sinar Harapan 10 orang
3. Talang Batu Pangkas Rambut 10 orang
Bersama
Serasan 10 orang
Harapan Maju 10 orang
4. Karang Bindu Bila Bersama 10 orang
Sejahtera Bersama 10 orang
Maju Bersama 10 Orang
5. Tanjung Rambang  Kamboja 10 orang

20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000

20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000

Sumber: Laporan Tahunan APBD Dinas Sosial Prov. Sumatera Selatan Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 2. diatas menunjukan jumlah penerima bantuan Kelompok
Usaha Bersama di Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Terdapat 5 desa

dan sebanyak 10 Kelompok Usaha. Masing-masing dari kelompok usaha tersebut



mendapatkan bantuan sebesar Rp. 20.000.000,00 yang nantinya akan dipergunakan untuk
membuat Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Dalam pelaksanaannya di Kecamatan Rambang Kapak Tengah, terdapat beberapa
desa yang tidak menerima bantuan Kelompok Usaha Bersama yaitu: Desa Rambang
Seruling, Desa Karya Mulya, Desa Kemang Tanduk dan Desa Sinar Rambang. Dilihat dari
letak geografis Kecamatan Rambang Kapak Tengah, keempat desa yang tidak menerima
bantuan Kelompok Usaha Bersama memiliki jarak yang cukup jauh dari Ibukota
Kecamatan. Berikut jarak antara Ibukota Kecamatan Rambang Kapak Tengah ke
Kelurahan/Desa:

1. Desa Karang Bindu : 2 Km

2. Desa Karangan : 3 Km

3. Desa Talang Batu : 8 Km

4. DesaJungai : 3 Km

5. Desa Tanjung Rambang : 0 Km

6. Desa Karya Mulya : 18 Km

7. Desa Kemang Tanduk : 12 Km

8. Desa Sinar Rambang : 12 Km

9. Desa Rambang Senuling : 10 Km
Selain itu, pada tahun 2019 Kecamatan Rambang Kapak Tengah memiliki jumlah
penduduk sebanyak 12.773 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 176,57 jiwa/km?.
Kemudian, sarana pendidikan di Kecamatan Rambang Kapak Tengah baik negeri maupun
swasta di tahun 2019 sebanyak 14 Sekolah Dasar (SD), 4 Sekolah Menengah Pertama
(SMP), 2 Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) dan belum memiliki fasilitas
pendidikan akademi/perguruan tinggi. Berdasarkan uraian diatas, jika dibandingkan antara

jumlah kepadatan penduduk dengan jumlah sarana pendidikan yang ada, maka sarana



tersebut belum dapat menampung seluruh anak usia sekolah yang ada di Kecamatan
tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti
tertarik untuk mengambil judul “Transparansi Penyaluran Bantuan Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) Bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan Rambang Kapak Tengah

Tahun 2019”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat
dirumuskan adalah bagaimana Transparansi Penyaluran Bantuan Kelompok Usaha

Bersama bagi masyarakat miskin di Kecamatan Rambang Kapak Tengah tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana Transparansi Penyaluran Kelompok Usaha Bersama bagi

masyarakat miskin di Kecamatan Rambang Kapak Tengah tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Hasil dari kajian ini di harapkan bisa memberikan kontribusi wawasan dan
pengetahuan Ilmu Administrasi Negara, Khususnya konsentrasi administrasi keuangan

negara terkait Manfaat Anggaran.



2. Manfaat Praktis
Hasil Penelitian ini di harapkan bisa memberikan sumbangan saran atau pemikiran
bagi pihak-pihak yang berwenang terkait dengan masalah dari penyaluran bantuan

Kelompok Usaha Bersama.
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